
BUPATI BOMBANA 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR2S TAHUN 2024 

TENTANG 

MEKANISME PE MERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat (' 

l'eraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentar 

etentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, per 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisn 

Pemeriksaan, Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daer; 

dan Retribusi Daerah; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara RepubI 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tent 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakat, 

dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tengg 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone 

Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lemba 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t, 

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Unc 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perat 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Ta 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Un 
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(LembLan Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 
41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome 

' 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentan 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daera 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Norn, 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones 
Nomor 6881); 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 TahL 
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daen 
Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupat 

Bombana Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembar, 

Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : P E R  AT U R  A N  B U  PA T  I  T E N T  A N G  MEKANISME 

PEMERIKSAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

I .  Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana 

3. Bupati adalah Bupati Bombana. 
I 

4. Petugas adalah pegawai pada Perangkat daerah yang membidangi urusan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang diberi tugas tertentu d 
bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Tim Terpadu yang selanjutnya disebut Tim adaiah tim yang dibentuk olel 

Bupati untuk melaksanakan pemeriksaan, pengawasan dan pengendaliar 
pajak daerah dan retribusi daerah. 

' ' 
­ 
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6. Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala 
Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah untuk menelaah/membahas perbedaan pendapat antara 

Wajib Pajak dengan Petugas Pemeriksa Pajak atas Pembahasan Hasil 
Pemeriksaan Pajak. 

7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 
Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang 
undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

8. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, 
pemotong pajak, clan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. 

I 0. Wajib Retribusi aclalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 
tennasuk pemungut remr.usi tertentu. 

1 1.  Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang lidak melakukan 

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan 

narna dan dalam bentuk apapun finna, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

12. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, 

adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam 

administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri 

atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak 

dan kewajiban perpajakan daerah. 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 
penghitungan dan/atau pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perunclang-u1dangan perpajakan daerah. 

t 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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14 .  Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melaJui tern pat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
surat ketetapan pjak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDKB, adaJah surat ke�etapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Dt:� Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, ad surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 
bunga dan/atau denda. 

2 1 .  Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adaJah 
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
Retribusi yang terutang. 

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB adaJah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran R.etribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar 
daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adaJah 
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, 
keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
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profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguj 

kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk 

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

25. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2, adalah surat 

perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain 

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan daerah. 
26. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP, 

adalah surat yang berisi tentang Temuan Pemeriksaan yang meliput 
perhitungan sementara dari pengenaan pajak, perhitungan sementara dari 
jumlah pokok pajak terutang dan perhitungan sementara dari sanksi 
administrasi. 

27. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan antara Wajib 
I Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya 

dituangkan dalam Serita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak 
terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan 
sanksi administrasi. 

28. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP, adalah laporan 

yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh 

Petugas Pemeriksa Pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang 
lingkup dan tujuan Pemeriksaan. 

29. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP, adalah catatan 
secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Petugas Pemeriksa Pajak mengenai 
prosedur Pemeriksaan }ang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti 
yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil 
sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan. 

f 

I 
I ,- 
1 

I 

I 

• 

t 
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BAB II 
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Tujuan Pemeriksaan 

Pasal 2 
Pemeriksaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah dan retribusi daerah. 

Bagian Kedua 
Pelaksana Pemeriksaan 

Pasal 3 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang 
tergabung dalam Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

(2) Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(3) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1)  dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah 
dengan menerbitkan SP2. 

(4) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan untuk satu atau 
beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam 
tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan terhadap satu Wajib Pajak dan 
Wajib Retribusi. 
Dalam hal susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 

Daerah diubah . Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan 
pemungutan paak daerah dan retribusi daerah harus menerbitkan surat 

yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah. 

( 1) 

(5) 
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(6) Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 
dibantu oleh Tenaga Ahli, Tenaga Ahli tersebut bertugas berdasarkan 
surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat daerah yang 
membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Bagian Ketiga 
Pereriksaan untuk Menguji Kepatuhan 

Pemenuhan Kevajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah 

Paragraf 1 

Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan 

Pasal 4 
Ruang lingkup Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
pajak dan retribusi dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, 

baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun 
Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. 

Pasal 5 
(I)  Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

daerah dan retribusi daerah harus dilakukan terhadap Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi vang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak atau retribusi. 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan dalam hal 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Wajib Pajak atau wajib retribusi menyampaikan Surat Pemberitahuan 

yang menyatakan pajak atau retribusi yang terutang adalah nihil; 
b. Wajib Pajak atau wajib retribusi melakukan penggabungan, peleburan, 

pemekaran, hkuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya; 

c. Wajib Pajak atau wajib retribusi tidak menyampaikan atau 
menyampaikan Surat Pemberitabuan tetapi melampaui jangka waktu 
yang telah ditetapkan dalam surat teguran; atau 

(2) 
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d. Wajib Pajak atau wajib retribusi menyampaikan Surat Pemberitahuan 
yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis 
risiko. 

Pasal 6 
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan 

jenis Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan. 
(2) Terhadap Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dalam hal permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran tersebut diajukan oleh Wajib Pajak 
atau wajib retribusi yang memenuhi persyaratan 
a. laporan keuangan Wajib Pajak atau wajib retribusi untuk Tahun 

Pajak/Retribusi yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau 
laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak 
sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan 
publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian; dan 

b. Wajib Pajak a tau wajib retribusi tidak sedang dilakukan Pemeriksaan 
Bukti Permulaan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana 
perpajakan atau retribusi, dan/atau Wajib Pajak atau wajib retribusi 
dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan atau retribusi. 

(3) Terhadap Pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2 huruf c dan huruf d harus dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Lapangan. 

Paragraf 2 

Standar Pemeriksaan 

Pasal 5 haru s dilaksanakan () 

Pasal 7 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

sesuai dengan standar Pemeriksaan. 

(2) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  digunakan 
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum 
yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan. 
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(3) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  meliputi 
standar umum Pcmerikjaan, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

Pasal 8 (I) Standar umum Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. (2) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerf yang memenuhi syarat sebagai berikut: a. telah mendapat pen idikan dan pelatihan teknis yang cukup memiliki keterampila sebagai Petugas Pemeriksa Pajak; 
b. menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; 
c. jujur dan bersih dr tindakan-tindakan tercela serta senantiasa 

mengutamakan kepentingan pemerintah daerah; dan 
d. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di 

' 

serta 

(3) 

bidang perpajakan dan retribusi. 
Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar Perangkat daerah yang 
membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Pasal 9 
Standar pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(3) yaitu: a. pelaksanaan Pemerik!saan harus didahului dengan persiapan yang baik 

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, yang paling sedikit meliputi 
kegiatan mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi, menyusun rencana Pemeriksaan, dan menyusun program Pemeriksaan. serta mendapat pengawasan yang seksama; 

b. Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian 
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program 
Pemeriksaan vang telah disusun; 
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c. temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten 

yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan dan retribusi; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari l (satu) orang 
supervisor, l satu) orang ketua tim, dan l (satu) orang atau lebih 
anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap 
sebagai anggota tim; 

e. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh 
seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal 
dari Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak 
daerah dan retribusi ,aerah, maupun yang berasal dari instansi di luar 
Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah 

dan retribusi daerah yang telah ditunjuk oleh Kepala Perangkat daerah 

yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi 

daerah, sebagai tenaga ahli seperti penerjemah bahasa, ahli di bidang 
' 

teknologi informasi, dan pengacara; 

f. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat daerah yang 
membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau wajib 
retribusi, tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau wajib retribusi, 

dan/atau a tau tempat lain yang dianggap perlu oleh Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; 

I g. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan 
dapat dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

h. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. 

Pasal 10 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 9 huruf h harus 

didokumentasikan dalam bentuk KKP dengan memperhatikan hal-hal sebaga, 
berikut: 
a. KKP wajib disusun oleh Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi 

Daerah dan berfungsi sebagai: 
1) bukti bahwa Pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar 

pelaksanaan Pemeriksaan; 

I 
I . 
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2) bahan dalam melalrukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

dengan Wajib Pajak atau wajib retribusi mengenai temuan hasil 
Pemeriksaan; 

3) dasar pembuatan LHP; 
4) sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding 

yang diajukan oleh Wajib Pajak atau wajib retribusi; dan 
5) referensi untuk Pemeriksaan berikutnya. 

b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 
1) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; 
2) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
3) pengujian yang telah dilakukan; dan 
4) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan 

Pemeriksaan. 

Pasal 1 1  
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilaporkan dalam 
bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan, yaitu: 
a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos­ 

pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan 
Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang didukung 
temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi, dan memuat 
pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. 
LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan retribusi daerah sekurang-kurangnya memuat: 

b. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

penugasan Pemeriksaan; 
I identitas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 

pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah; 
data/informasi yan� tersedia; 
buku dan dokumen yang dipinjam; 
materi yang diperiksa; 
uraian hasil Pemeritsaan; 
ikhtisar hasil Pemeriksaan; 
penghitungan pajak dan retribusi terutang; dan 
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simpulan dan usul tugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi 
Daerah. 

Paragraf 3 

Kewajiban dan Kewenangan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau 
Retribusi Daerah 

I Pasal 12 
Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Petugas 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib: 
a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan dalam Rangka 
Pemeriksaan Ka11tor dt hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor; 
memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah b. 

C. 

d. 

dan/atau Retribusi Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi pada waktu melakukan Pemeriksaan; 
memperlihatkan surat yarg berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah mengalj perubahan; 
melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam 
rangka memberikan penjelasan mengenai: 
1) alasan dan tu;uan Pemeriksaan; 

- I 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selama dan 
setelah pelaksanaan 'emeriksaan; 

3) hak Wajib Pajak ata Wajib Retribusi mengajukan permohonan untuk 
dilakukan pembaha dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dalam 
hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Petugas 
Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi Daerah dengan Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan 

4) kewajiban dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memenuhi 
permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan etau pencatatan, dan dokumen lainnya, yang dipinjam 
dari Wajib Pajak ata Wajib Retribusi; 

p 

' 
u 
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menuangkan hasil perte uan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam 
berita acara pertemuan 'J"ngan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi ; 
menyampaikan SHP kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 
memberikan hak untuk radir kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
dalam rangka Pembahas Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang 
telah ditentukan; 

h. melakukan pembinaan epada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam 
memenuhi kewajban pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan 
retribusi daerah dengan menyampaikan saran secara tertulis; 

1. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencattan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari 
Wajib Pajak atau Wajib tribusi; dan 

J. merahasiakan kepada pi ak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka emeriksaan. 

f. 

e. 
g. 

( I I 

Pasal 13 Dalam melakukan Pemf saan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dengan jenis Pemeriksa Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daer berwenang: 

a. melihat dan/atau m4rninjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan den I transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak 
daerah atau retribusi daerah; 

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 
c. memasuki dan me eriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan 

untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang transaksi penerimaan yang 
menjadi objek pajak daerah atau retribusi daerah; 

d. meminta kepada Warb Pajak atau Wajib Retribusi untuk memberi 
bantuan guna kelancran Pemeriksaan, antara lain berupa: 
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi apabila dalarn mengakses data yang dikelola 

• 

m 

k 

; 
p 

m 
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secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian 
khusus; 

2) memberikan baniuan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3) menyediakan rujgan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan 
Lapangan dalam Hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi; 

e. melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang 
bergerak dan/ atau tidak bergerak; 

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi; dan 

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
yang diperiksa 

Dalam melakukan Pemeriksaan sebagaimana 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas 
dan/atau Retribusi Daerah berwenang: 
a. memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk datang ke kantor 

Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah 
dan retribusi daerah dengan menggunakan Surat Panggilan dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor; 

b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang 
menjadi dasar pem9ukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 
termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan 
dengan transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah dan 
retribusi daerah; 

c. meminta kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memberi 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi; dan 

e. merninta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga 
I 

yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
yang diperiksa. 

dimaksud dalam Pasal 5 
Pemeriksa Pajak Daerah 

r 
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Paragraf 4 

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

Pasal 14 
Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi berhak: 
a. meminta kepada PetugJ Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 

Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan SP2; 

b. 

C. 

meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 

dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; 
meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah apabila susunan 
keanggotaan Tim Pemejksa Pajak Daerah 
mengalami perubahan; 

d. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah untuk membe7kan penjelasan tentang alasan dan tujuan 
Pemeriksaan; 

e. menerima SPHP; 
f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah 

ditentukan; dan 

g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim 
Penelaah Hasil Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan 
yang belum disepakati antara Petugas Pemeriksa Pajak dan/atau Retribusi 

Daerah dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada saat Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan. 

Pasal 15 
(1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 

5 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

wajib: 
a. memperlihatJ..an dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau 

dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan 

dan/atau Retribusi Daerah 

I 
I 
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dokumen lain yang lrhubungan dengan transaksi penerimaan yang 
menjadi objek pajak daerah dan retribusi daerah; 

b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh 
data yang dikelola seoara elektronik; 

c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat 
atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga 
atau patut dictuga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, 
dokumen yang menjari dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen 
lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang 
transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak daerah dan retribusi 
daerah serta meminjamkannya kepada Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah; 

d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa. 
1) menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi apabila dalam mengakses data yang dikelola 
secara elektronik yang memerlukan peralatan dan/atau keahlian 
khusus; 

2) memberikan bantuan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak; dan/atau 

3) menyediakan ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat 
dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 

e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan 
f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

(2) Dalarn pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib: 
a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai 

dengan waktu yang ditentukan; 
b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau 

dokumen 
dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan 
lain termasuk data yang dikelola 

atau pencatatan, dan 
secara elektronik, yang 

berhubungan dengan transaksi penerimaan yang menjadi objek pajak 
daerah dan retribusi daerah; 

c. memberi bantuan gura kelancaran Pemeriksaan; 

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan 
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e. memberikan keterange lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. 

Jan 
Paragraf 5 

W aktu Pemeriksaan 
Pasal 16 

Pemeriksaan untuk men zji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 

dan retribusi dilakukan dfam jangka waktu Pemeriksaan yang meliputi: 
a. jangka waktu pengujian; dan 

b. jangka waktu Pem➔san Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan. 
Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, 
jangka waktu pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
lama 2 (dua) bulan, yang dihitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, 
kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada 
Wajib Pajak atau Wajib retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluargayang telah dewa dari Wajib Pajak atau Wajib retribusi. 
Dalam hal Pemeriksaan, dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, 
jangka waktu pengujian bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a paling 
lama 1 (satu) bulan, yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau Wajib 
retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota keluarga 
yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi datang memenuhi 
Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal 
SPHP disampaikar kepad, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota eluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi. 

(4) Jangka waktu Pembah san Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan 
sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf b paling lama 1 (satu) bulan, 

(3) 

(2) 

1) 

(5) 

yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada Wajib Pajak atau 
Wajib retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota yang telah dewasa 

dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sampai dengan tanggal LHP. 
Dalam ha! Pemeriksaa dilakukan karena Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi mengajukan pe mohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak atau retribusi, jan a waktu pemeriksaan paling lama 1 (satu) bulan 
yang dihitung sejak tan l permohonan diterima secara lengkap. 

gu 

e 

a 

p 

n 
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I  Paragraf 6 Penyelesaian Pemeriksaan 

Pasal 17 Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan a at (3) diselesaikan dengan cara: a. menghentikan Pemerik an dengan membuat LHP Sumir; atau b. membuat LHP, sebagai dasar penerbitan SKPD atau SKRD dan/atau STPD atau STRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan perpajakan d7 retribusi. 
Pasal 18 Penyelesaian Pemeriksaan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 17 huruf ,, dilaku� dalam ha!: a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang 
diperiksa: 
1) tidak ditemukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 

Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 

2) tidak memenuhi pan ilan Pemeriksaan dalamjangka waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan 
Kantor diterbitkan; b. Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan 

karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara 

terbuka dan Pemerik4 Bukti Permulaan secara terbuka tersebut: 
1) tidak dilanjutkan dengan penyidikan karena Wajib Pajak atau Wajib 

Retribusi mengungkrpkan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan kefurangan pembayaran jumlah pajak atau jumlah 
retribusi yang sebenarnya terutang beserta sanksi administasi; 

2) tidak dilanjutkan dengan penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan SKPDK, untuk Wajib Pajak atau SKRDKB untuk Wajib Retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPt tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, 
atau melampirkan ke erangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah; atau 

¥ 
sa 
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3) dilanjutkan dengan penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan 

karena tidak dilakuk n penuntutan karena Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi melunasi ut g pajak atau retribusi yang tidak atau kurang 
dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah 
dengan sanksi administrasi; 

Pemetiksaan Lapangan tau Pemetiksaan Kantor yang ditangguhkan 
karena ditindaklanjuti dengan penyidikan sebagai tindak lanjut 
Pemeriksaan Bukti Perm laan secara tertutup dan penyidikan tersebut 

dihentikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi utang 
pajak/retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak 
seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi; 

d. Pemetiksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah 
pajak/retribusi yang elah ditetapkan dalam surat ketetapan 
pajak/retribusi sebelumn a; atau 

e. terdapat keadaan terten u berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat 
daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah. 

Pasal 19 
Penyelesaian Pemetiksaan d ngan membuat LHP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 huruf b, dilak kan dalam hal: 
a. Wajib Pajak atau Wajib 'etribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang 
dilakukan Pemeriksaan sehubungan dengan permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak atau retribusi: 
1) tidak ditemukan dal . jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 

Surat Pemberitahuan emeriksaan Lapangan diterbitkan; atau 

2) tidak memenuhi pan ilan Pemetiksaan dalamjangka waktu 4 (empat) 
bulan sejak tanggal Surat Panggilan dalam Rangka Pemetiksaan 
Kantor diterbitkan; 

b. Wajib Pajak atau Wajib etribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang 
dilakukan Pemeriksaa4 ditemukan atau memenuhi panggilan 
Pemeriksaan, dan Peme ' saan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 

Pemeriksaan; 

C. a 
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- 2 0 ­  c. Pemeriksaan Lapangan tau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindak lanjuti lengan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dan Pemeiiksaa1 Bukti Perrnulaan secara terbuka tersebut: 
1) dihentikan karena Wajib Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi yang 

dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka meningga1 
dunia; 2) dihentikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perp["akan daerah dan retribusi daerah; 3) dilanjutkan dengan penyidikan namun penyidikannya dihentikan 
karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau peristiwanya telah 
kedaluwarsa, a tau tersangka meninggal dunia; atau 4) dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat Putusan Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan 
retribusi daerah; l Pemeriksaan Lapangan tau Pemeriksaan Kantor yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti jdengan penyidikan sebagai tindak lanjut 

Pemeriksaan Buk Perm laan secara tertutup dan penyidikan tersebut: 
I I) dihentikan karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan 

merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau 2) dilanjutkan dengan penuntutan serta telah terdapat Putusan 
Pengadilan mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah 
mempunyai kckua� hukum tetap dan salinan Putusan Pengadilan 
tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi 
urusan pemungutan ajak daerah dan retribusi daerah. 

Pasal 20 
(1) Pemeriksaan yang dihentikan dengan membuat LHP Sumir karena Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi tidak ditemukan atau tidak memenuhi 
panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dapat dilakukan Pemeriksaan kembali apabila dikemudian hari Wajib Pajak atau Wajib etribusi ditemukan. 

d. 

a 

d 

p 
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(2) Pajak/Retribusi terutang atas Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi yang tit ditemukan atau tidak memenuhi panggilan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, ditetapkan 
secarajabatan. 

Paragraf 7 

Pembentahuan dan Panggilan Pemeriksaan, dan 
Pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

Pasal 21 
( ! )  Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan 

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan 
dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 

(2) Dalam ha! Pemeriksaan rebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak 
a tau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan 

menyampaikan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 

(3) 

sebagaimana dimaksud I pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum 
SP2. 

Pasal 22 

Pajak, 
dalam 

( 1 )  Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1  ayat (I) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada saat dimulainya Pemeriksaan Lapangan 
atau disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, 
a tau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 
Dalam hal Surat Pemteritahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan secara langsung sebage imana dimaksud pada ayat (!) dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi idak berada di tempat, Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan kepada: 

(2) 
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a. wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau 
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yaitu: 

I) pegawai dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menurut 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat 
mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi badan; 

I 2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi yang menurut Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah dapat mewakili Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, 

dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi orang pribadi; atau 3) pihak selain sebagaimana dimaksud pada angka I dan angka 2 yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. Dalam hal wakil atau kuasa dari Wajib Pajak/ Wajib Retribusi atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak dapat ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 
disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainn,a denr bukti pengiriman dan Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapangan dianggap telah clisampaikan dan Pemeriksaan Lapangan telah dimulai. (4) Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan melalui faksimili, pos 
dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti 

pengr1man. 

Pasal 23 
( 1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib 
melakukan pertemuan lengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d. 

(2) Pertemuan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan 
dengan wakil atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, 
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan 
setelah Petugas Pemerirsa Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah 
menyampaikan Surat Perberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 

(3) 

d 

a 
a 
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(4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, 
pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! )  atau ayat (2) dilakukan 
pada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi datang memenuhi Surat Panggilan dalam 
Rangka Pemeriksaan Kantor. 
Setelah melakukan pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  atau 
ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib 
membuat berita acara hasil pertemuan, yang ditandatangani oleh Petugas 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani berita acara hasil 
pertemuan sebagaimanafimaksud pada ayat (5), Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan mengenai penolakan 
tersebut pada benta acara hasil pertemuan. 
Dalam hal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 
telah menandatangani Jnta acara basil pertemuan dan membuat catatan 

mengenai penolakan penandatanganan berita acara sebagaimana 

dimaksud pada a vat (5), pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I I  

atau ayat (2) dianggap telah dilaksanakan. 

Paragraf 8 

Peminjaman Dokumen 

(5) 

(7) 

( I) Dalam hal 
dilaksanakan 

Pemeriksaan 
dengan jenis 

Pasal 24 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

Pemeriksaan Lapangan, berlaku ketentuan 

sebagai berikut: 
a. buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan 
diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, d.ipinjam pada saat itu juga dan 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat 
bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen; 

b. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang 
dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum 



- 2 4 ­  
ditemukan atau diberikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi pada 
saat pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
Petugas Pemenksa Pa{ak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat 
surat pennintaan perinjaman buku, catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan dafir buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib 
dipinjamkan; c. dalam hal untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik diperlukan peralatan dan/atau keahlian khusus, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat 
meminta bantuan kepada: 
I) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk menyediakan tenaga dan/atau peralaTI atas biaya Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau 
2) seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Perangkat daerah yang 

pemungutan pajak daerah dan retribusi 
membidangi urusan daerah maupun yang 

berasal dari luar Perangkat daerah yang membidangi urusan 
pemungutan paj daerah dan retribusi daerah; 

(2) Dalam hal Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan retribusi dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, 
berlaku ketentuan sebagai berikut: a. daftar buku, catatan,.ran/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Petugas 

Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, harus 
dilampirkan pada Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor; b. buku, catatan, dan/a au dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keter gan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
wajib dipinjamkan ada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi memenuhi panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor dan Petugas 
Pemeriksa Payak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen; dan 

c. dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang 
dikelola secara elektr nik serta keterangan lain yang diperlukan belum 
tercantum dalam lampiran Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a, Petugas 

ak 

u 

t 
a 

p 

0 



(3) 

(4) 
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Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat surat 
permintaan peminjatn buku, catatan, dan dokumen. 

Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara 
I elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  huruf b, atau ayat (2) huruf c wajib diserahkan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau �etribusi Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

sejak surat permintaa peminjaman buku, catatan, dan dokumen 

disampaikan. Setiap penyerahan buku, catatan, dan/atau dokumen, tenmasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
membuat dokumen. (5) Dalam ha! buku. catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam berupa 
fotokopi dan/atau berupa data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi y,g diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa fotokopi dan / a tau data yang dike Iola secara elektronik yang 
dipinjamkan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah adalah sesuai dengan aslinya. 

(6) Dalam hal buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang dipinjam belum 
dipenuhi dan jangka walftu I (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) belum terlampaui, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling 
banyak 2 (dua) kali, yaitu: 
a. surat peringatan pertama setelah 2 (dua) minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan 

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b atau ayat (2) 
huruf c; dan 

b. surat peringatan kedua setelah 3 (tiga) minggu sejak tanggal 
penyampaian surat permintaan peminjaman dokumen sebagaimja dimaksud pada ayat ( ! )  huruf c. 

(7) Setiap surat peringatan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) harus dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang 
belum dipinjamkan dalam rangka Pemeriksaan. 

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 
bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan 

buku, catatan, dan huruf b atau ayat (2) 

I 
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Pasal 25 

( 1 )  Dalam hal buku. catal, dan/atau dokumen, tennasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau ':rtribusi Daerah tidak dimiliki atau tidak dikuasai oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
(2) Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak atau Wajib Rerbusi dapat mengajukan permintaan agar 

pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan di tempat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan 4enyediakan ruangan khusus. 

t 
Pasal 26 

( I) Apabila jangka waktu l satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (6) terlampaui da Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak atau tidak 
sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, terrnasuk 

data yang dikelola secara elektronik serta keterangan Jain yang diminta, Petugas Pemeriksa Pajf Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus 
membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan peminjaman buku, 
catatan, dan dokumen yang dilampiri dengan rincian daftar buku, catatan, 
dan dokumen yang wajib dipinjamkan narnun belum diserahkan oleh 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
Dalarn hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi telah meminjamkan seluruh 

I 
buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara 
elektronik serta keterangan lain yang diminta, Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus membuat berita acara 

pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan dan dokumen. 

(2) 
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b a a» a w o w .. . . . . c a « c a » o o o » .  
meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang 

dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta berdasarkan 

berita acara tidal dipenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, 

dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat ( l), Petugas 

Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus menentukan 

dapat atau tidak nya melakukan pengujian dalam rangka menghitung 

besarnya pajak/retribusi yang terutang berdasarkan bukti kompeten yang 

cukup sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan / a tau Retribusi Daerah 
tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya 

pajak/retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ,  
pajak/retribusi yang terutang dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi. 

Paragraf 9 

Penyegelan 

Pasal 28 
(1 )  Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berwenang 

melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengarnankan buku. 
catatan, dan/alflu do

1
umen, termasuk data yang dikelola secara 

elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang 
kegiatan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa agar tidak 
dipindahkan, dih1langkar, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau 
dipalsukan. 
Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  dilakukan apabila pada 

I 
saat pelaksanaan Pemer.saan Lapangan: 
a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk 
memasuki tcmpat atau ruang serta memeriksa barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan 
untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk 
hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik 

( 1) 

(2) 
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atau secara program aplikasi online yang dapat memberi petunjuk 

tentang kegiatan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 
b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi yang diperiksa menolak memberi bantuan guna 

kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi 

kesempatan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau 
Retribusi Daerah untuk mengakses data yang dikelola secara 
elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; 

c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak 
ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak 
selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, sehingga 
diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan 
ditunda; atau 

d. Wajib Pajak a tau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai 
atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak 
yang mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak memberi 
bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. 

Pasal 29 
Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat ( I I  dilakukan 
dengan menggunakan tanda segel. 

I Penyegelan dilakukan <>/eh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang yang telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah. 

(3) Dalam melakukan Penyegelan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 

( 1 )  

(2) 

(4) 

Retribusi Daerah wajib membuat berita acara Penyegelan. 

Berita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan 
ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah dengan disaksikan oleh sekurang- kurangnya 2 (dua) orang yang 
telah dewasa selain anggota Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah 

' 

·- 

; 

I 

e 

.- 

.. 

-- I 
I 

.. . , . 

I 
I 
I 

I .. 
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(5) Serita acara Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 2 
(dua) rangkap dan rangkap kedua diserahkan kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah 
dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa. 
Dalam ha! saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak 
menandatangani berita acara Penyegelan, Petugas Pemeriksa Pajak 

Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan tentang penolakan 
tersebut dalam belita acJ.a Penyegelan. 

(7) Dalam melaksanakan Penyegelan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah dapat meminta bantuan Satuan Polisi Pamong 

Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Pasal 30 

( 1 )  Pembukaan segel dilakukan apabila: 
a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat 

mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi telah memberi izin kepada 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk 
membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau 
tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna 
kelancaran Pemeriksaan; 

b. berdasarkan pertimbangan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah, Penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau 

c. terdapat permintaan dr· penyidik yang sedang melakukan penyidikan 
tindak pidana. 

(2) Pembukaan segel harus dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah dengan disaksikan oleh sekurang- kurangnya 
2 (dua) orang yang telah dewasa sela.in anggota Tim Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 
Dalam keadaan tertentu, pembukaan segel dapat di ban tu oleh Satuan 

(6) 

(3) 

(4) 

(5) 

Polisi Pamong Praja atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
Dalam ha! tanda sege1 yang digunakan untuk melakukan Penyegelan 
rusak atau hilang, Petugas Pemeriksa Pajak daerah dan/atau Retribusi 
Daerah harus membuat berita acara mengenai kerusakan atau kehilangan 

dan melaporkannya kepada Kepolisian Negara Repulik Indonesia. 
Dalam melakukan pemrukaan segel, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara pembukaan segel yang 

I 

I 

I 

I 
I 



(6) 

(7) 
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ditandatangani oleh Pet gas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah dan saks sebage iana dimaksud pada ayat (2). 
Dalam ha! saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menolak 
menandatangani berita icara pembukaan segel, Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan tentang penolakan 
tersebut dalam bcrita ac I pembukaan segel. 
Betita acara pembukaan segel dibuat 2 (dua) rangkap dan rangkap kedua 
diserahkan kepada W jib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, kuasa, 
pegawai, atau anggota k luarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi. 

Pasal 31 
(I) Apabila dalam jangka w tu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Penyegelan a tau 

jangka waktu lain den+ mempertimbangkan tujuan Penyegelan, Wajib 
Pajak atau Wajib 1-letribusi, walcil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi tetap tidak memberi izin kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/a tau Retribu si Daerah untuk membuka a tau memasuki tern pat atau 
ruangan, barang berge'4 atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tidak 
memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dianggap menolak dilakukan Pemeriksaan. 
Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dianggap menolak dilakukan 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 
Dalam ha! Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak a tau Wajib Retrif usi menolak menandatangani surat pemyataan 
penolakan sebagaimana limaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat dan menandatangani berita 
acara mengenai penole tersebut. 

Paragraf 10 

Pe olakan Pemeriksaan 

Pasal 32 
( I) Dalam ha! Wajib Pajak a u Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 

Pajak atau Wajib Retrib si yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk 

(3) 

(2) 

u 
a2um 
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menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi 
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk menolak 
menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

I 
harus menandatangani surat pemyataan penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, a tau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib retribusi menolak menandatangani surat pemyataan 

penolakan Pemenksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 I, Petugas 
Pemeriksa Pajak naerah l.an/atau Retribusi Daerah membuat berita acara 
penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak ada di tempat maka: 
a. Pemeriksaan tetap dapat dilakukan sepanjang terdapat pegawai atau 

anggota keluarga yang telah dewasa dani Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, terbatas untuk hal yang berada 
dalam kewenangannya; atau 

b. Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya 
(4) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum dilakukan 

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Petugas 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat melakukan 
Penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1 ) .  

(5) Apabila setelah dilakukan Penyegelan dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
wakil, atau kuasa dari �ajib Pajak atau Wajib Retribusi tetap tidak berada 
di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk membuka atau memasuki 

' 

(6) 

tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak, dan/atau 
tidak memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, Petugas 

Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah meminta kepada 

pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak untuk 
membantu kelancaran Pemeriksaan. 

Dalam hal pegawai atau anggota ke!uarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menolak 
untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak 
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Daearah dan/atau Retribusi Daerah meminta pegawai atau anggota 

keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk 
menandatangani surat penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan. 

(7) Dalam hal pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi menolak untuk menandatangani surat 
penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 
membuat berita acara penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan yang 
ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/ a tau Retribusi 
Daerah. 

Pasal 33 
(I) Dalam ha! Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi 
memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun 
menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat pemyataan 
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Petugas 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara 
penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat 
Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor disampaikan kepada Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi dan surat panggilan tersebut tidak 
dikembalikan oleh pos atau jasa pengiriman lainnya dan Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan Pemeriksaan Kantor, 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat 
berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan oleh Wajib Pajak 

atau Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah. 

• 

i 

I 

I 
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Pasal 34 

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan: 
a. surat pernyataan penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), atau Pasal 33 ayat (1); 

b. berita acara penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3l 
ayat (3), Pasal 32 ayat (2), atau Pasal 33 ayat (2); 

c. berita acara tidak dipenuhinya panggilan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3); 

d. surat pen..olakan memhf1ntu ke1anca.ran Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (6); atau 

e. berita acara penolakan 1mbantu kelancaran Pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7), 
dapat melakukan penetap pajak atau retribusi secara jabatan atau 
mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

Paragraf 11 

Penjelasan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan 
Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga 

Pasal 35 
(1)  Untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci, Petugas Pemeriksa Pajak 

Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat memanggil Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi, wakil, kuasa dani Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
pegawai atau anggota k1uarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi melalui penyampaian surat panggilan. 

(2) Dalam ha! Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, 
penjelasan yang lebih 1nci sebagaimana dimaksud pada pada ayat (I )  
dapat dilakukan pada saat pelaksanaan Pemeriksaan di tempat Wajib 
Pajak atau Wajib Retrib�si. 

(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! )  atau ayat (2) yang 
diberikan kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah, dituangkan da+m berita acara mengenai pemberian penjelasan 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, pegawai atau 
anggota keluarga yang t1ah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
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(4) Dalarn hal Wajib Pajak a,u Wajib Retribusi, wakil, kuasa dari Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa 
dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani berita 
acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Petugas Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan penolakan tersebut 
dalam berita acara dimaksud. 

Pasal 36 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dapat meminta 
keterangan dan/atau bukti kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan 
dengan Wajib Pajak atau Wajt Retribusi yang diperiksa secara tertulis. 

Paragraf 12 Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 
Pasal 37 

(!)  Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 harus diberitahukan penyampaian Pemeriksaan. 
kepada Wajib Pajak SPHP yang dilampiri atau Wajib Retribusi melalui dengan daftar temuan hasil 

(2) SPHP dan daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  disampaikan of h Petugas Pemeriksa Pajak Dae rah dan/atau 
Retribusi Daerah secara langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau 

jasa pengiriman lainnya. (3) Dalam ha! SPHP disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak 
untuk menerima SPHP, Jajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa 
dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menandatangani surat penolakan menenma SP P. Dalam ha! Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 

I 
Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan 

menerima SPHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas Pemeriksa 
Pajak Daeerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara 
penolakan menerima SPHP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

(4) 
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Pasal 38 
(!)  Wajib Pajak wajib atau Wajib Retribusi memberikan tanggapan tertulis 

atas SPHP dan daltar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 ayat (1 )  dalam bentuk: 
a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; 
atau 

b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak 
menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan. 

Tanggapan tertulis slbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak 
tanggal diterimanya SPHP oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat melakukan perpanjangan jangka 
waktu penyampaian tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak 
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. 

(4) Untuk melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian tanggapan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir. 

(3) 

(2) 

(5) Tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  dan 
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan 
oleh Wajib Pajak a tau Wajib Retribusi secara langsung atau melalui kurir, 
faksimili, pos, ata u jasa pengiriman lainnya. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak menyampaikan 
tanggapan tertulis atas SPHP, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan 
tertulis atas SPHP yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah. 

I 

(1)  

Pasal 39 
Dalam rangka melaksanakan pembahasan atas hasil Pemeriksaan yang 
tercantum dalam SPHP � daftar temuan hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam asal 37 ayat (1) kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
harus diberikan hak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

• 
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(2) Hak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), diberikan melalui 
penyampaian undangan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dengan mencantumkan hari dan tanggal dilaksanakannya 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 
Undangan sebagaimana I dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: 
a. diterimanya tanggap+ tertulis atas SPHP dari Wajib Pajak atau Wajib 

retribusi sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (2) a tau ayat (3); a tau 

b. berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (2), dalam 1a1 Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak 
menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP. 

(4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan oleh 
Petugas Pemeriksa Pajf Daerah dan/atau Retribusi Daerah secara 
langsung atau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman lainnya. 

(3) 

(1)  

(2) 

Pasal 40 
Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi: 
a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) huruf a dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); 
dan 

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari 
dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan dengan 
mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan 
dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang 
dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani 
oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi. 

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retrib�si: 

I 
I 

f 
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a. menyampaikan lembar pemyataan persetujuan hasil Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat ( I )  huruf a dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); 
dan 

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 
hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis 
sebagaimana dimaks�d dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah 
pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil 
Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita 
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan 

ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi: 
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan 

b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah harus melakukan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan 
menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, 
yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/ atau 
Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau 
kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(4) Apabila Wajib Pajak atau 1wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi: 
a. menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

38 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan 

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 

hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 

(3) 



(5) 

(6) 
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dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan berdasarkan 
surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita 
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan 
ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh Tim 
Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi: a. t1dak menyampaika�tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana 

dimaksud dalam Pa 38 ayat ( I )  dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pa 38 ayat (2) atau ayat (3); dan b. hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai undangan 
sebagaimana clirnaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan1atau Retribusi Daerah tetap melakukan 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah 
pembahasan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retnbusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

Apabila Wajib Paik atau Waiib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib retribusi: 
a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (I) dalam jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) atau ayat (3); dan 

b. tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan 
hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah membuat risalah pembahasan berdasarkan 
SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), berita acara 
ketidakhadiran Waji, Pajak atau Wajib Retribusi dalam Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, 
yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah. 
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(1) Dalam ha! terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati dalam risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5) dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan 
pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat setelah pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil 
Pemeriksaan dilaksanakan. Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib retribusi tidak mengajukan permohonan pembahasa1 dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, berita 
acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ihtisar hasil pembahasan akhir dibuat berdasarkan risalah pembahasan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5). 

(2) 

(3) Dalam ha! Wajib Pajak a!u Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribu:ii menolak menandatangani risalah pembahasan sebagaimana dimaksud alam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5), dan/atau 
atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri 
dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir sebagaimana sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (2), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah membujt catatan mengenai penolakan terse but. 

Pasal 42 
(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam 

Pembahasan Akhrr Hasf Pemeriksaan pada hari dan tanggal sesuai 
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan. 

(2) Dalam ha! Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan sebagarmana dimaksud pada ayat ( I ) ,  berita acara Pembahasan 
Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan 

akhir ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

Pasal 43 

(1) Dalam ha! Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan permohonan 

pembahasan dengan TL, Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (I), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi . 



(2) 

(3) 
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menyampaikan su rat pennohonan kepada Kepala Perangkat daerah yang 

membidangi urusan pem�ngutan pajak daerah dan retribusi daerah. 
Permohonan pem baha51' dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan, apabila: 
a. risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) 

atau ayat (5) telah dif datangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan 

b. berita acara f--'emba,asan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) belum ditandatangani oleh Tim 
Pemeriksa Pajak Dae ah dan/atau Retribusi Daerah dan Wajib Pajak 
atau Wajib retribusi, akil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi. 

Surat pennohonan pem asan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pfcta ayat (1) harus disampaikan secara langsung 
atau melalui faksimili ctal jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja 
sejak penanctatanganan risalah pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) a u ayat (5). 

Pasal 44 
Susunan Tim terdiri dari I (satu) orang ketua, l (satu) orang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.  (2) Tim sebagaimana imaksud pacta ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 45 Tim sebagaimana dimaksud d am Pasal 44 ayat ( 1) bertugas untuk: 
a. membahas perbectaa.n penrapat antara Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah ctan/atau Retribusi Daerah pacta saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; 
b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi ctengan Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daer"1j; ctan 

c. membuat risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan yang berisi simpulan dan 
keputusan hasil pembahas sebagaimana dimaksud pada huruf b dan 
bersifat mengikat. 

( 1) 

r 

W 

bah 

am 

al 

san 
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Pasal 46 

(1) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 
ayat (3), Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan harus menyampaikan 

undangan kepada Wajib Prjak atau Wajib Retribusi dan Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau letribusi Daerah untuk melakukan pembahasan 
atas hasil Pemeriksaan y g belum disepakati dalam risalah pembahasan 
sebagaimana dimaksud d lam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5). 

(2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dapat disampaikan 
secara langsung arau melalui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman 

lainnya. 

Pasal 47 
(1) Pembahasan dengan Tim enelaah Hasil Pemeriksaan dilakukan oleh Tim 

Penelaah Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 
Retribusi Daerah, dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa 

I dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. (2) Dalam hal Wajib Paja� atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam 
pembahasan dengan Tim enelaah Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari 

dan tanggal yang tercan um dalam undangan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 46 ayat ( ), pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan harus tetap dilakukan oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak raerah dan/atau Retribusi Daerah. 

Pasal 48 Pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan antara Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan Petugt• Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksur dalam Pasal 40 ayat (3) atau ayat (5) serta pelaksanaan pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dala Pasal 47 harus mempertirnbangkan jangka waktu Pembahasan Akhir H sil Pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I 6 ayat (4). 

Pasal 49 

(!)  Hasil pembahasan den an Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan harus 
dituangkan dalam risalah 'im Penelaah Hasil Pemeriksaan. 

an 
a 

p 

t 

1 

m 
a 
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Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retrlbusi hadir dalam pembahasan dengan Tim 
Penelaah Hasil Pemeriksaan, risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud I da ayat (!) ditandatangani oleh Tim Penelaah 
Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah, dan Wajib Pajak u Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 

(3) 

(4) 

(5) 

Pajak atau Wajib Retribusi. 
Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi hadir dalam pembahasan dengan Tim 
Penelaah Hasil Pemeriksaan namun Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menolak 
menandatangani nsalah rim Penelaah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pad aayat (I) ,  Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan mem buat ca ta tan 
mengenai penolakan tll sebut dalam risalah Tim Penelaah Hasil 
Pemeriksaan. 

Dalam ha! Wajib Pajak a u Wajib Retribusi, wakil, a tau kuasa dari Wajib 
Pajak a tau Wajib Retribf si tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang 
tercantum dalam undang sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 46 ayat (1 ) ,  Tim Penelaah Hasil Pe eriksaan membuat: 
a. berita acara kctidakh diran Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan yang 

ditandatangani oleh Ti Penelaah Hasil Pemeriksaan; dan 

b. risalah Tim Penelaah asil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditandatangani oleh Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dan 
I Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

Dalam hal Wajib Paj� atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam pembahasan pada hari I dan tanggal sesuai undangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (l), pembahasan dengan Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilakukan. 

Pasal 50 Risalah Pembahasan sebaga· ana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) atau 
ayat (5) dan risalah Tim Pen laah Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat ( I )  digunakan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah rbagai dasar untuk membuat berita acara 

pa 

an 
m 
a 

m 
H 

I 

m 
e 
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Pembahasan Akhir Hasil Pe riksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil 
pembahasan akhir. 

Pasal 51 
(1) Dalam rangka menanda gani berita acara Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 50, Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah memanggil Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi dengan mengirimkan surat panggilan untuk 
menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

Surat panggilan sebagai+a dimaksud pada ayat ( l )  dapat disampaikan 
secara langsung atau me1alui kurir, faksimili, pos, atau jasa pengiriman 
lainnya. 

Dalam hal surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi menolak untuk menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi harus menan4atangani surat penolakan menerima surat 
panggilan untuk menan atangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan. 
(4) Dalam ha! Wajib Pajak at u Wajib Retribusi, wakil, a tau kuasa dari Wajib 

Pajak atau Wajib Retrib si menolak menandatangani surat pemyataan sebagaimana dimaksud fada ayat (3), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daera membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk ienandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang df tandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerar- 

Pasal 52 

(3) 

(2) 

( 1) 

(2) 

Wajib Pajak at.au W�f b Retribusi harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5l ayat (1) dalam jangka waktu paling 
lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat panggilan untuk menandatangani 
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusf. 
Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib etribusi memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 51 ayat (I), namun menolak menandatangani berita acara 

tan 

a 

d 

a 
u 
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Pembahasan Akhir Hasil emeriksaan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan mengenai penolakan 
penandatanganan pada ber i ta  acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak a u Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan 
sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5l ayat ( 1 ) ,  Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat catatan pada berita 
acara Pembahasan Akhir asil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya 
panggilan. 

Paragraf 13 

Pelaporan Hasil Pem riksaan dan Pengembalian Dokumen 
( 1) 

(2) 

(3 

(4) 

(5) 

Pasal 53 LHP disusun berdasarkan KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Risalah pembahasan, risalah Tim Penelaah Hasil Pemeriksaan, dan/atau 
berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) .  LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (l )  digunakan oleh Petugas 
Pemeriksa Pajak Daerah �:/atau Retribusi Daerah sebagai dasar untuk 
membuat nota penghitun t.  Nota penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
sebagai dasar pent'rbitan !KPD/SKRD atau STPD/STRD. 
Pajak atau Retribusi yan terutang dalam surat ketetapan sebagaimana 

I dimaksud pada ayat (4) Jihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan, kecuali: 

a. dalam hal a jib ajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam 
Pembahasan Akhir Hisil Pemeriksaan tetapi menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40 ayat (2), pajak atau Retribusi yang terutang dihitung 
sesuai dengan lembar yemyataan persetujuan hasil Pemeriksaan; 

b. dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tetapi menyampaikan surat sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (+), pajak atau 
retribusi yang terutar g dihitung berdasarkan SPHP dengan jumlah yang tidak disetujui suai dengan surat sanggahan Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi; 

H 

' 
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c. dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak hadir dalam 

Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan 
tanggapan tertulis atas SPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 
ayat (6), pajak yang terutang dihitung berdasarkan SPHP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)  dan Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dianggap mlnyetujui hasil Pemeriksaan. 

Pasal 54 
Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi dengan menggunakan bukti peminjaman dan 
pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 
sejak tanggal LHP. Paragraf 14 

Pem ba an Hasil Pemeriksaan 

Pasal 55 
(1) Surat ketetapan pajak atau Retribusi dari hasil Pemeriksaan yang 

dilaksanakan tanpa: 
a. penyampaian SPHP; atau b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dapat dibatalkan secara 

jabatan atau berda+ permohonan Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi oleh epala Perangkat daerah yang membidangi urusan 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Dalam hal dilakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  

proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur 
penyampaian SPHP dan/atau Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 
Prosedur penyampaian �PHP dan/atau pelaksanaan Pembahasan Akhir 
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BUPATI ini. 

(4) Dalam hal Pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak atau retribusi, Pemeriksaan dilanjutkan dengan penerbitan 
a. Surat ketetapan pajak atau retribusi sesuai dengan Pembahasan 

Akhir Hasil pemeriksaan apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan belum 
terlewati; atau / 

(3) 

(2) 

tal 
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(5) 

b. SKPDLB /SKRDLB sesuai dengan Surat Pemberitahuan apabilajangka waktu 3 (tiga) bulan terlewati. Dalam hal susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah untuk melanjutkan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dengan susunan keanggotaan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebelumnya, Pemeriksaan lersebut dilakukan setelah diterbit� surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Rrtribusi Daerah. 
Paragraf 15 Pengungkapan Ketidakbenaran Pengisian Surat Pemberitahuan Selama Pemeriksaan 

Surat Pemberitahuan naran pengisian ketid 

j Pasal s6 Wajib Pajak atau Wajib etribusi dapat mengungkapkan dalam laporan 
dibuat tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian 

SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, 
sepanjang Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah belum menyampaikan SP 

(2) Pengungkapan 

(I)  

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan ke Perangkat daerah 
yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

(3) Laporan dibuat tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan dilampiri dengan: a. penghitungan pajak ,tau retribusi yang kurang dibayar sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya dalam format SPTPD; 
b. SSPD atas pelunasan pajak atau retribusi yang kurang dibayar; dan 
c. SSPD atas pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 

50% (lima puluh per n). (4) Apabila pengungkapan etidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana 
dimaksud pada avat (1 )  idak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak atau retribusi ma pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD. 

r 
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Pasal 57 
(1) Untuk membuktikan p ngungkapan ketidakbenaran dalam laporan 

tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat ( 1 ) ,  Pemeriksaan 
tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan 
pajak atau retribusi dengan mempertimbangkan laporan tersendiri 
tersebut serta memperhitungkan pokok pajak atau retribusi yang telah 
dibayar. 

Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  (2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

membuktikan bahwa penr:ngkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya, surat kete pan pajak atau retribusi diterbitkan sesuai 
dengan keadaan yang se+ narnya. Dalam hal hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) membuktikan bahwa pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, surat ketetapan pajak atau retribusi diterbitkan 
sesuai dengan pengungkapan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
SSPD sebagaimana di,aksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b 
diperhitungkan sebagai pengurang dalam surat ketetapan pajak yang diterbitkan berdasarkan [asil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ,  ayat (2), dan aya (3). 
SSPD sebagaimana dima sud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c merupakan 
bukti pembayaran sanksi adminstrasi berupa kenaikan 50% (lima puluh 
persen) terkait dengan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD. 
Surat ketetapan pajak a u retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1.8 % {satu 
koma delapan persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, 
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, at a u  Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya 
SKPDKB. 

I 

n 

ta 
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I  Paragraf 16 

Usulan Pemfsaan Bukti Permulaan dan 
Penrgguhan Pemeriksaan 

I Pasal 58 (1) Pemeriksaan sebagaimia dtmaksud dalam Pasal 5 dapat diusulkan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka apabila: 
a. pada saat pelaksanaan Pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak 

pidana di bidang perpajakan; atau b. b. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan Pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 atau Pasal 33 dan terhadap Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi tersebut tidak dilakukan penghitungan pajak atau 
retribusi secara jabata . (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan atas 

pennohonan pengembali 
usulan Pemeriksaan 

kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, 
ukti Permulaan secara terbuka harus 

memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak atau retribusi tersebut. 

Pasal 59 ( I )  Dalam hal usulan Pe eriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dima ksud dalam Pasal 58 ayat ( 1 )  disetujui oleh pejabat yang 
berwenang, pelaksanaan Pemeriksaan ditangguhkan dengan membuat 
laporan kemajuan Pemeriksaan sampai dengan: 

I a. Pemeriksaan Bukti ,errnulaan secara terbuka diselesaikan karena 
Wajib Pajak atau Wrjib Retribusi mengungkapkan ketidakbenaran 
perbuatan; 

b. Pemeriksaan Bukti Pennulaan secara terbuka diselesaikan dengan 
penerbitan SKPDKB/SKRDKB; c. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib 
Pajak atau WaJib Re,busi orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan 
Bukti Permulaan sec,ra terbuka meninggal dunia; d. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak 
ditemukan aclanya bukti permulaan tindak pidana di bidang 

perpajakan dan retribusi; 

e 
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e. Penyidikan dihentikan dalam ha! tidak terdapat cukup bukti, atau 
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang 
perpajakan atau retribusi, atau penyidikan dihentikan karena 

peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggaJ dunia, 

atau setelah Wajib Prjak atau wajib Retribusi melunasi pajak atau 
retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya 
dikembalikan. ditambah dengan sanksi administrasi; atau 

f. Putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan atau 
retribusi telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sa.linan putusan 
pengadilan terse but telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang 
membidangi u rusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Penangguhan Pemerik+ sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  harus 
diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 
Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan bersamaan dengan disampaikannya surat pemberitahuan 
Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka. 

Buku, catatan, dan dokumen yang terkait dengan Pemeriksaan yang 
ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada 
Pemeriksa Bukti Per mulaan dengan membuat berita acara yang 

ditandatangani Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah dan pemeriksa b kti permulaan. 

(5) Fotokopi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan 
kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(4) 

(3) 

(2) 

( I) 

Pasal 60 
Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (I) dilanjutkan stsuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila: 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan 
Bukti Permulaan secara terbuka meninggal dunia; 

b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka dihentikan karena tidak 
ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan dan retribusi; 

c. Pemeriksaan Bukti rermulaan secara terbuka dilanjutkan dengan 
penyidikan namun penyidikan dihentikan karena tidak terdapat cukup 
bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di 

m 
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bidang perpajakan dan retribusi, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kef aluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau 
d. Pemeriksaan Bukti ermulaan secara terbuka dilanjutkan dengan 

penyidikan dan penuntutan serta telah terdapat putusan pengadilan 
mengenai tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan salinan putusan pengadilan tersebut telah 
diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan 
pemungutan pajak d1erah dan retribusi daerah. 

Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
59 ayat (1) dihentikan dengan membuat LHP Sumir sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, apabila: 
a. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka diselesaikan karena 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, [ 
b. Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka tidak dilanjutkan dengan 

penyidikan tetapi diselesaikan dengan menerbitkan surat ketetapan 
pajak atau retribusi SKPDKB atau SKRDLB; atau 

c. Pemeriksaan Bukti fermulaan secara terbuka dilanjutkan dengan 
penyidikan tetapi penyidikannya dihentikan setelah Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi melu�asi pajak atau retribusi yang tidak atau kurang 
dibayar atau vyang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan 
sanksi administrasi. 

Pasal 61 

(1)  Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi 
juga dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup, 
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
dan retribusi ditangguhkan dengan membuat laporan kemajuan 
Pemeriksaan apabila Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup 
ditindaklanjuti d<'ngan rynyidikan. 
Penangguhan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
dilakukan sampai dengan: 
a. penyidikan dihentikan dalam hal tidak 

peristiwa tersebut ukan merupakan 

(2) 

tindak pidana di bidang 

terdapat cukup bukti, atau 
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perpajakan clan ret busi, atau penyidikan dihentikan karena 
peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia, 

atau setelah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi pajak atau 
retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya 
dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi; atau 

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan dan 
retribusi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas 
keputusan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang 
membidangi urusan +mungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Penangguhan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (!)  harus 
diberitahukan secara te I tis kepada Wajib Pajak atau Wajib retribusi. 
Pemeriksaan yang gguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I )  
dilanjutkan apabila: 
a. penyidikan dihentik karena dalam hal tidak terdapat cukup bukti, 

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang 
perpajakan atau retribusi, atau penyidikan dihentikan karena 
peristiwanya telah kedaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia; atau 

b. putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan dan 
retribusi yang telah ,emiliki kekuatan hukum tetap dan salinan atas 
keputusan tersebut telah diterima oleh Kepala Perangkat daerah yang 
membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. (5) Pemeriksaan yang di�gguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

dihentikan apabila penyidikan dihentikan setelah Wajib Pajak atau Wajib Retribusi melunasi paj1 atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar 
atau yang tidak sehalsnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi 
administrasi. 

Pasal 62 
(1) Dalam hal Pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (I) atau Pasal 61 ayat (4), jangka waktu pengujian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 diperpanjang untukjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan. Dalam hal Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau Pasal 61 ayat (5), Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah harus menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Pemeriksax kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) 

(4) 

(2) 

tr 

rtu 

ditan 

an 
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Kepala Perangkat daerar yang membidangi urusan pemungutan pajak 
daerah dan retribusi daerah masih dapat melakukan Pemeriksaan apabila setelah Pemeriksaan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) atau Pasal 6l  ayat (5) terdapat data selain keterangan yang diberikan oleh Wajib Pa,ii· k atau Wajib Retribusi saat mengungkapkan ketidakbenaran perbuat nya, atau setelah Wajib Pajak atau Wajib 
retribusi melunasi utan pajak atau retribusi yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan 
sanksi administrasi. 

Paragraf 17 Pemeriksaan Ulang 
I Pasal 63 

Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan instruksi atau persetujuan Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan 
I pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. 

Instruksi atau persetujlan Kepala Perangkat daerah yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk melaksanakan Pemerik,an Ulang dapat diberikan apabila terdapat data baru termasuk data yang semula belum terungkap. 
Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak atau retribusi yang telah ditetapkan dalam sirat ketetapan pajak atau retribusi sebelumnya, Kepala Perangkat daer4 yang membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan SKPDKBT. 

(4) Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengakibatkan ajanya tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan dalam surat ketetapan pajak sebelumnya, Pemeriksaan Ulang dihentikan dengan membuat LHP Sumir dan kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi diberitahukan mengenai penghentian tersebut. 

(2) 

(1) 

(3) 

·' , , t 

L � 

-· I 
• I 
' , .. 

• 
L , 

I ' I 
'" , , 

I 

' I , ' 

, 
� 

4 L­ 



- 5 3 ­  

Bagian Keempat 
Pemeriksaan untuk Tujuan Lain 

Paragraf 1 
Ruang Lingkup, Kriteria, dan Jenis Pemeriksaan 

Ruang lingkup Pemeriksaan Pasal 64 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi dapat 
meliputi penentuan, pencocoran, atau pengumpulan 

dengan tujuan Pemeriksaan. 

materi yang berkaitan 

Pasal 65 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dengan kriteria 
antara lain sebagai berikut: I 
a. Penerbitan NPWPD secarajabatan; 
b. Penghapusan NPWPD secarajabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak; 

penyusunan norma penghitungan taksasi 

Retribusi mengajukan atau Wajib 
bahan jna 

Wajib Pajak 
d. 

keberatan; 

Pengumpulan 
pajak; 

e. Pencocokan data dan/a u alat keterangan; dan/atau 

C. 

f. Pemeriksaan dalam rang a penagihan pajak atau retribusi; 

Pasal 66 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan dengan 

jenis Pemeriksaan Lapangan atau Pemeriksaan Kantor. 

Paragraf 2 

Standar Pemeriksaan 

Pasal 67 

( l)  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus dilaksanakan 
sesuai dengan standar Pemeriksaan. 

ta 

k 
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(2) Standar Pemeriksaan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  digunakan 
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum 

yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan. 
(3) Standar Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (!)  meliputi standar umum, standar pelaksanaan Pemeriksaan, dan 
standar pelaporan hasil Pemeriksaan. 

Pasal 68 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang 
melaksanakan Pemeriksaan untuk tujuan lain harus memenuhi standar umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( ! )  dan ayat (2). 

Pasal 69 

Pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus 
dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu: 
a. pelaksanaan Pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, 

sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang 
seksama; 

dilakukannya kriteria dengan luas Pemeriksaan disesuaikan 
Pemeriksaan untuk tujuan lain; 
Pemeriksaan dilakukan oleh suatu Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 

b. 

C. 

Retribusi Daerah yang terdiri dari I (satu) orang supervisor, I (satu) orang 
ketua tim, dan 1 (satu) orang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan 
tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim; 

d. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Perangkat daerah yang 
membidangi urusan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah , 
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dan/atau di 
tempat lain yang dianggap perlu oleh Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah; 

e. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat 
dilanjutkan di luar jam kerja; dan 

' f. pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk KKP. 



Kegiatan Pemeriksaan 

- 5 5 ­  

l 
Pasal 70 

sebugaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus 
didokumentasikan dalam bentuk KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 
huruf f dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. KKP wajib disusun olet Petugas Pemeriksa Pajak daerah dan/atau 

Retribusi Daerah dan berfungsi sebagai: 
I) bukti bahwa Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 

Daerah telah melaksanakan Pemeriksaan berdasarkan standar 

Pemeriksaan; dan 

2) dasar pembuatan LHP; 
b. KKP harus memberikan gambaran mengenai: 

1) data, keterangan, dan/atau bukti yang diperoleh; 
2) prosedur Pemeriksaan yang dilaksanakan; dan 
3) simpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan 

dengan Pemenksaan. 

Pasal 71 
Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus 
dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil 
Pemeriksaan, yaitu: 

a. LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos­ 

pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan 

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan memuat 
pula pengungkapan informasi lain yang terkait; 

b. LHP untuk tujuan lain sekurang-kurangnyamemuat: 
I )  penugasan Pemeriksaan; 
2) tujuan Pemeriksaan; 
3) identitas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; 
4) buku dan dokumen yang dipinjam; 
5) materi yang di periksa; 
6) uraian hasil Pemerikran; dan 
7) simpulan dan usu! Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 

Retribusi Daerah. 
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Paragraf 3 
Kewajiban dan Kewenangan Petugas Pemeriksa Pajak 

I Pasal 72 
melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, 

Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah wajib: 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal 
Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat 
Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan 
dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor; 

b. memperlihatkan Tanda Pengenal Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak atau Wajib 
retribusi pada waktu Pemeriksaan; 

c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim Pemeriksa Pajak Daerah 

dan/atau Retribusi Daerah kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
apabila susunan Tim PeTeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah 
mengalami perubahan; 

d. menjelaskan alasan dan tujuan Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi yang diperiksa; 
mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang 
dipinjam dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan/atau 

f. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang 
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dalam rangka ,emeriksaan. 

a. 

e. 

( 1 )  

Pasal 73 
Dalam melakukan Pemersaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daerah 

dan/atau Retribusi Daerah berwenang: 
a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, yang 

berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; 
b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; 
c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak 

dan/atau tidak bergerak yang d.iduga atau patut diduga digunakan 
untuk menyimpan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi 
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dasar pembukuan at pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, 

yang berkaitan deng tujuan Pemeriksaan; 

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi; dan/ tau 

I e. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
yang diperiksa 

(2) Dalam melakukan Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriks a Pajak Daerah 

dan/atau Retribusi Daerah berwenang: 
a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang 

menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain 
termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berkaitan dengan 
tujuan Pemeriksaan; l 

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau 
Wajib Retribusi; dan/ tau 

I c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga 
yang mempunvai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
yang diperiksa. 

Hak dan Kewajib 
Paragraf 4 

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
Pasal 74 

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi berhak: 
a. meminta kepada Petugaf Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 

Daerah untuk memperl4"tkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah dan SP2 kepada Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi pada waktu Pemeriksaan; 

b. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, 
dalam hal Pemeril,saan d!lakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan; 

c. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daearh dan/atau Retribusi 
I Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan 

Pemeriksaan; dan/atau 

au 

an 

a 

t 

t 
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d. meminta kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daearah dan/atau Retribusi 
Daerah untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan Tim 

Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah apabila terdapat 
perubahan susunan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi 
Daerah. 

Pasal 75 
(!)  Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

64 dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak a tau Wajib Retribusi 
wajib: 

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen 

yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, 
yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; 

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data 
yang dikelola secara 1ektronik; 

c. memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang 

penyimpanan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang, yang 
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada 
Pemeriksa Pajak Daearah dan/atau Retribusi Daerah; dan/atau 

d. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data 
dan/atau keterangan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 

dengan Jenis PemeriksatKantor, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi wajib: 
a. memperlihatkan dan eminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen 

' yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, 
yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan; dan/atau 

b. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data 
dan/atau keterangan lain yang diperlukan. 

Paragraf 5 

Jangka Waktu Pemeriksaan 

Pasal 76 
(!)  Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis 

Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

(2) 
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bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, 
kuasa, pegawai, a tau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi, sampai dengan tanggal LHP. 
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan jenis 
Pemeriksaan Kantor dilakµkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi, datang memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka 
Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal dalam LHP. 

(3) Dalam ha! jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(!) atau ayat (2) berakhir Pemeriksaan harus diselesaikan. 

Paragraf 6 

Pemberitahuan dan Panggilan Pemeriksaan 

Pasal 77 
(!)  Dalam ha! Pemenksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan 

dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Petugas Pemeriksa Pajak Daearah 
dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan 
dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan. 
Dalam hal Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan 
dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Petugas Pemeriksa Pajak Daearah 
dan/atau Retribusi Daerah wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak 

(2) 

(2) 

(3) 

atau Wajib Retribusi mengenai dilakukannya Pemeriksaan Kantor dengan 

menyampaikan Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  atau Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan untuk Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebagaimana tercantum dalam 
SP2. 

Pasal 78 
(1 )  Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 77 ayat (1) dapat disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak 

I . 
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atau Wajib Retribusi pada saat climulainya Pemeriksaan Lapangan atau 
disampaikan melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa 
pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman. 

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan 
secara langsung dan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak berada di 
tempat, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dapat disampaikan 
kepada: 
a. wakil a tau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; atau 
b. pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, yaitu: 
I) pegawai dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang menurut Petugas 

Pemeriksa Pajak Daerah dan/ a tau Retribusi Daerah dapat mewakili 
Wajib Pajak atau Wa1ib Retribusi, dalam hal Pemeriksaan dilakukan 
terhadap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi badan; atau 

2) anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi yang menurut Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau 

Retribusi Daerah da�at mewakili Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 
dalam hal Pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi orang pribadi. 

Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor sebagaimana 
. I dimaksud dalam pasal 77 ayat (2) dapat disampaikan melalui faksimili, 

pos dengan bukti pengiriman surat, atau jasa pengiriman lainnya dengan 
bukti pengiriman. 

(4) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
ditemui, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan 
melalui pos atau jasa pengiriman lainnya dan Surat Pemberitahuan 
Pemeriksaan Lapa ngan dianggap telah disampaikan. 

Paragraf 7 

Peminjaman Dokumen 

Pasal 79 
( 1 )  Buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain 

yang di pin jam harus disesuaikan dengan tujuan dan kriteria Pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67. 

(3) 

. 
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(2) Peminjaman buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan 
keterangan lain harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25. 

Paragraf 8 

Perolakan Pemeriksaan 
Pasal 80 

(1)  Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Lapangan untuk 
tujuan lain menyatakan �enolak untuk dilakukan Pemeriksaan termasuk 
menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi harus menandatangani surat penolakan Pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, a tau kuasa dari Wajib 
Pajak atau Wajib Retribusi menolak menandatangani surat penolakan 
Pemeriksaan sebagaim4a dimaksud pada ayat ( I ) ,  Petugas Pemeriksa 
Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara penolakan 
Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah 
dan/atau Retribusi Daerah. 

I 

Pasal 81 
(1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 

Pajak atau Wajib Retribusi yang dilakukan Pemeriksaan Kantor untuk 
tujuan lain memenuhi Surat Panggilan dalam Rangka Pemeriksaan Kantor 
namun menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, Wajib Pajak 
atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi harus rnenandatangani surat pernyataan penolakan 
Pemeriksaan. 

Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, wakil, atau kuasa dari Wajib 

Pajak atau Wajih Retribusi menolak menandatangani surat pemyataan 
penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  Petugas 

Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah membuat berita acara 
penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak 
Daerah dan/atau Retribusi Daerah. 

(2) 
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Paragraf 9 Penjelasan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Permintaan Keterangan kepada Pihak Ketiga 
I 

t 
Pasal 82 

(1) Dalam pelaksanaan Per eriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pemeriksa Pajak D erah dan/atau Retribusi Daerah juga dapat memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memperoleh 
penjelasan yang lebih rinci atau meminta keterangan dan/atau bukti yang berkaitan dengan Pemeriksaan kepada pihak ketiga. Pennintaan keterangan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atau kepada pihak ketiga sebagaim,"a dimaksud pada ayat ( l) harus dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 

36. 

BAB Ill PENGAWASAN 
Pasal 83 (1) Bupati membentuk TimlTerpadu untuk melakukan pengawasan terhadap 

pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  untuk menjamin 

pencapaian sasaran yrg telah ditetapkan dalam peraturan daerah 
tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

(3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  melakukan 
Pengawasan melalui: j 

a. pemeriksaan dal rangka optimalisasi pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah; 

(2) 

b. pemeriksaan berra 
terpadu; 

c. pengujian terhadap 
atau sewa.ktu-waktu maupun pemeriksaan 

laporan berkala dan/atau sewaktu- waktu 
terhadap pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 

d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi 

terjadinya penyi angan, korupsi, kolusi dan nepotisme dalam 

pemungutan Paja Daerah dan Retribusi Daerah; 
mp 

k 



e. penilaian atas mjfaat program dan kegiatan ; 
f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendapatan daerah dari sektoriajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan g. pemasangan alat onitor transaksi pada tempat usaha Wajib Pajak 

Daerah. 

(4) Pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I )  berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
BABIV PENGENDALIAN 

Pasal 84 

( 1 )  Bupati melakukan pengendalian dalam rangka peningkatan kinerja, 
transparansi dan akuntabilitas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. I 

(2) Dalam melakukan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 ) ,  Bupati membentuk Tim Terpadu. 

(3) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri atas unsu r: a. Perangkat Daerah terkait; dan 
b. instansi vertikal terkait. 

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: 
a. melakukan uji potensi di tempat pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; l 
b. memasang alat perekam transa.ksi atau alat monitor atau peralatan 

sejenisnya pada tern pat usaha Wajib Pajak Daerah yang pada dasarnya alat tersebut dapat mengetahui keadaan dan pendapatan sebenamya 
di tempat usaha dan merekam transaksi pendapatan a tau omzet harian 
atau bulanan dari Wajib Pajak Daerah; dan 

c. melaksanakan koordinasi dan melakukan kegiatan pengendalian pada 
Wajib Pajak Daer4 Bersama lembaga/dinas instansi terkait baik 
secara langsung di luar kantor maupun dilakukan di kantor dengan 

cara melakukan panggilan dinas terhadap wajib Pajak Daerah dan undangan dinas bagi lembaga/dinas instansi lain. 

- 6 3 ­  dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan 

I 

l 
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I  BAB V 

KrENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 85 
Petugas Pemeriksa Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah tidak dikenai 
sanksi dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar, 
serta dilaksanakan berdasarkan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah. 

(I) 

(2) 

Pasal 86 
Mekanisme dan tata car1 pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir dan contoh dokumen yang 
digunakan dalam pemf riksaan pajak daerah dan retribusi daerah 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 87 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan 

Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 29) 
dan 

b. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 20 I 4 ten tang Tata Cara Pemeriksaan 
Pajak Bumi dan Banguran Perdesaan dan Perkotaan (Serita Daerah 
Kabupaten Bombana Tahun 2014 Nomor 38); 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 88 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahlnya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempat 

I 
nya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. 
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RITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN 

PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA 

• E. EE12.e. 
Telp..../Faksimail.......Kode Pos 93771 

BE RITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN 

la hari ini .................. tanggal bulan ..•...•.•.. Tahun 

, bertempat di · · · · 1 • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ..  ·  ..  · · · • · · · · · · · · •  kami: 

Nama/NIP Pangkat/Golongan Jabatan Tim 
- Ketua Tim 

Anggota 
Anggota 
Anggota 

Anggota 
Anggota 

rdasarkan Surat Tugas Pemcrksaan Nomor 094/ 
•••••.•..•.•••............••..•• bulan ....•.•••••..••• ta.hun 

lakukan pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban Pajak 
hadap: 

/2023 tanggal 
tela h 

ma Wajib Pajak 

WPD 

mat 

n memberitahukan serta menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang 

eriksa, yang diwakili oleh: 
ma 

: .. - - .. . I 
rupa temuan pemeriksaan sebagai berikut : 

dst 
mikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Tim 
meriksa. 

batan 

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa, 

( ) 

Tim Pemeriksa: 
3. Nama 

Tanda tangan 

4. Nama 

Tanda tangan 

3. Nama 
Tanda tangan 

4. Nama 

Tanda tangan 

0 
ANG 
1pleks Pt 

/ 
m 

-+-------- - -------,1--- 

___ J 

. . ·······•·•······ . ..... 
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SURAT PERNY ATAAN PENUNDAAN PEMBERIAN DATA 
DAN/ATAU PEiNDAAN PEMERIKSAAN 

1g bertanda tangan di bawah ini:  

ma 
atan 
ma Usaha 
mat Usaha 
WPD 

• . . . . • . . . .  ,  . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · f · · · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · ! · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Berdasarkan surat pemberitahuan pemeriksaan Nomor: 

ka dengan ini saya menvatakan menunda memberikan data dan/atau 
·nunda pemeriksaan pajak 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dengan alasan : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . --� ·········· ·  .  

.  .  .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ·••···.  + ··-·· .  

tuk itu saya mohon agar penyajian data/pelaksanaan pemeriksaan dapat 

akukan tanggal... . . . . . .  .. . . . 

Apabila sampai batas waktu tersebut saya tidak dapat menyajikan data 
meriksaan maka saya menyerahkan sepenuhnya kepada pemeriksa untuk 
lakukan perhitungan pajak terutang sesuai masa pajak yang diperiksa di 
npat usaha saya. 

Demikian surat penundaan ini saya sampaikan agar dapat dipergunakan 
bagaimana mestinya. Terima kasih. 

Bombana, . 
WAJIB PAJAK 

( ) 
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SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN 

DATA DAN DOKUMEN 

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama Jabatan Nama Usaha Alamat Usaha NPWPD • • • • • • • • • r • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

menyatakan tidak b<•rsedia untuk memperlihatkan / meminjamkan / 
memberikan data maupun dikumen yang diminta Tim Pemeriksa 
Pajak dalam rangka pemeriksaan Pajak. di tempat usaha 
saya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Kediri 
Nomor Tahun 2018 te�tang Tata Cara Pemeriksaan Pajak 
Daerah, dengan alasan : 

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk 
menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bombana, . 

YANG MENYATAKAN 

( ) 
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SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN 

Dengan ini saya yang bertlda tangan di bawah i n i :  
NAMA 

JABATAN 

NAMA USAHA 

ALAMAT USAHA: .  

NPWPD 
menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan Pajak 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sesua.i dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Kediri 
Nomor..... . . Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah, 
di. t���a-t -�Sll11�- �a\�- �engl. ��8'l.!l- _:_ . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · • · · • · • · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

.  .  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  -  -  •  •  •  •  •  •  .  •  •  .  .  •  .  .  •  .  •  .  .  .  •  I  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  

Untuk itu saya selaku pribadi maupun institusi badan usaha bersedia untuk 

menerima sanksi baik Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bombana, . . . . . 8 . 8 8 . . . . . . . . . . . . . .  

YANG MENYATAKAN, 

Pj. BU ATI BOMBANA, 

- 
EDY SUHARMANTO 

. . . . . . . . . .. . .. .. . . . . ······ 

. 

. . ··········••············································ ... 
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. . . 

( ·········••I 

•• J 


